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ABSTRAK 
NURHUDA KIKA (B111 11 133), dengan judul “ANALISIS KRIMINOLOGIS 
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DI KABUPATEN 
POLEWALI MANDAR”. Di bawah bimbingan bapak M. Syukri Akub sebagai 
Pembimbing I dan bapak Amir Ilyas sebagai Pembimbing II. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab maraknya 
pencurian motor dan cara penegak hukum memberantas tindak pidana 
pencurian motor di Kabupaten Polewali Mandar 
Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Kabupaten Polewali Mandar. Data 
yang diperoleh dengan metode wawancara dan observasi, kemudian  
dijadikan bahan kajian dari sudut pandang kriminologi sesuai dengan fokus 
penulis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 
maraknya pencurian sepeda motor di Kabupaten Polewali Mandar adalah 
faktor rendahnya tingkat pendidikan dari pelaku dan perilaku kriminal dari 
pelake kejahatan itu sendiri (faktor intern) serta faktor kondisi ekonomi yang 
tidak mendukung pemenuhan kebutuhan hidup pelaku, faktor lingkungan 
sosial pelaku, dan faktor penegakan hukum yang belum memberikan 
kesadaran hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor. 
Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian 
sepeda motor yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah 
dengan melakukan patroli berkeliling di daerah-daerah yang rawan terjadi 
pencurian sepeda motor, Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan 
Bermotor, dan menggali informasi-informasi mengenai modus operandi, 
nama-nama tersangka, dan tempat persembunyiannya dari pelaku pencurian 
sepeda motor yang telah ditangkap. Saran penulis dibutuhkan perbaikan 
internal maupun eksternal terhadap kondisi kehidupan bermasyarakat agar 
mencegah terjadinya berbagai tindak pidana, khususnya tindak pidana 
pencurian sepeda motor di Kabupaten Polewali Mandar. Pendidikan hukum 
tentu akan menjadi opsi dari perbaikan internal maupun eksternal. 
Dibutuhkan sosialisasi mengenai berbagai modus operandi dari pelaku tindak 
pidana pencurian sepeda motor kepada masyarakat dapat menjadi langkah 
awal untuk pencegahan, dan pemberian sanksi yang tegas dan upaya 
pemulihan kembali hak korban dapat menjadi langkah penanggulangan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah 
 Permasalahan kejahatan merupakan hal yang telah menjadi fokus 
setiap pemerintah dalam menjalankan negaranya. Kehidupan bermasyarakat 
yang terus maju dengan adanya perkembangan teknologi juga sejajar 
dengan perkembangan kejahatan. Kejahatan mengandung konotasi tertentu, 
merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung 
variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku 
(baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas 
masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap 
skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat 
sesuai dengan ruang dan waktu. 
Berdasarkan sudut pandang hukum (a crime from the legal point of 
view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku 
yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan 
sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, 
perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Perbincangan 
dan pembahasan tentang masalah kejahatan senantiasa meningkat seiring 
dengan meluasnya sajian media massa mengenai kasus-kasus kriminal yang 
menarik perhatian. Dalam keadaan seperti itu, reaksi sosial yang muncul pun 
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beragam, bahkan tak jarang sampai pada respons-respons fear of crime 
(rasa takut atas ancaman kejahatan) yang berlebihan atau semacam 
“kepanikan moral” sebagian warga masyarakat yang disertai pula tuntutan 
dan harapan peranan terhadap penegak hukum untuk mengambil langkah 
tegas. 
Kecenderungan kejahatan memang bukan hanya dapat diukur dengan 
angka-angka, melainkan harus dilihat juga dalam kaitan dengan faktor-faktor 
lain yang membangun realitas kejahatan sosial. Adanya reaksi sosial dari 
masyarakat maupun reaksi sosial “resmi” mempunyai arti positif bagi 
pencegahan dan pengendalian kejahatan. Namun, ada beberapa catatan 
yang perlu menjadi perhatian, yaitu sebagai berikut. 
Pertama, bentuk-bentuk reaksi sosial tidak tumbuh sebagai semacam 
“perang” yang tidak saja dapat menimbulkan kesan mengenai tingginya 
kerawanan kejahatan yang tidak rasional, tetapi juga dapat berkembang 
menjadi penggunaan kekerasan secara eksesif. Data resmi Polda Metro 
Jaya, misalnya, memperlihatkan bahwa dalam tahun 2013 tidak kurang dari 
95 pelaku kejahatan ditembak, 85 orang di antaranya tewas. Ini jauh lebih 
tinggi dari angka penembakan tahun sebelumnya, yakni 35 orang pelaku 
kejahatan tewas dari 53 penjahat yag ditembak. Penggunaan kekerasan 
secara eksesif oleh para aparat penegak hukum seperti itu tentu saja akan 
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mendorong lahirnya kekerasan-kekerasan oleh warga masyarakat yang tentu 
bertentangan dengan tujuan-tujuan hukum untuk mencapai keadilan. 
Kedua, reaksi sosial kuat terhadap kejahatan seharusnya menjadi 
modal dan titik tolak bukan saja untuk mengatasi kejahatan melalui upaya-
upaya jangka pendek, melainkan lebih jauh perlu dipelihara guna mendukung 
upaya-upaya strategis dalam menanggulangi kejahatan. 
Ketiga, reaksi sosial terhadap kejahatan perlu diiringi oleh peningkatan 
aktivitas unsur-unsur sistem peradilan pidana lain dalam memproses secara 
hukum para pelaku kejahatan. Ancaman kejahatan, baik yang bersifat 
manifes maupun laten, harus dihadapai oleh bentuk-bentuk reaksi sosial 
yang pada satu sisi tidak mengganggu “kenormalan” pelbagai interaksi sosial 
yang berlangsung dalam masyarakat, dan pada sisi lain mempunyai 
jangkauan ke depan untuk menyentuh akar permasalahan kejahatan yang 
sesungguhnya. 
Ketersediaan kesempatan yang sah untuk meraih tujuan-tujuan sosial, 
heterogenitas sebkebudayaan, pertumbuhan kebudayaan tandingan (counter 
culture), “urbanisasi”, dan kesenjangan sosial ekonomi adalah contoh 
kenyataan-kenyataan sosial yang seringkali dikaji sebagai sumber-sumber 
kejahatan oleh teori-teori kriminologi, yang melihat kejahatan melalui 
ancangan sosio-struktural. 
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Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan penduduk dalam 
hubungannya dengan keterbatasan sarana pendidikan dan lapangan kerja 
merupakan faktor-faktor sosio-struktural yang perlu diperhatikan, terutama 
dalam konteks kejahatan dengan pelaku berusia muda. Masalah 
kependudukan, ketenagakerjaan, dan pendidikan satu sama lain saling 
terkait sebagai faktor sosio-struktural yang mempunyai dimensi kriminogen. 
Dinamika sosial yang melatar belakangi kejahatan, terutama yang 
mengangkut pengaruh lingkungan sosial, dan juga merapuhkan peran 
pranata-pranata sosial kontrol, merupakan faktor-faktor interaksi sosial yang 
utama. 
 Tekanan-tekanan situasional dalam pelbagai bentuk kejahatan 
terhadap harta benda, peranan karbon (dalam bentuk mulai dari pasivitas 
sampai provokasi), serta penggunaan minuman keras dalam konteks 
terjadinya kejahatan degan kekerasan, merupakan contoh faktor-faktor 
pencetus kejahatan tersebut. Faktor pencetus ini muncul karena tidak 
kuatnya inner conttainment atau self-control. Akan halnya faktor-faktor reaksi 
sosial, kiranya perlu diperhatikan tingkat-tingkat reaksi sosial yang berbeda 
terhadap tipe-tipe kejahatan tertentu. Persepsi masyarakat tentang derajat 
keseriusan kejahatan sangat mempengaruhi sifat dan luasnya reaksi sosial. 
 Hukum pidana merupakan bagian hukum yang dibuat untuk 
melindungi seseorang dan/atau masyarakat dari tindak kejahatan dan 
pelanggaran yang dapat merugikan haknya. Pidana merupakan sebuah 
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nestapa (penderitaan) yang dialamatkan kepada seseorang yang melakukan 
sebuah tindak pidana atau kejahatan. Kejahatan yang tentunya dilakukan 
dengan melanggar sebuah peraturan perundang-undangan. Akibat daripada 
itu orang yang melakukannya harus mendapat sebuah sanksi tegas dari 
negara. Sanksi tersebut dapat berupa kurungan, penjara, denda atau pidana 
mati sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
 Salah satu bentuk kejahatan yang mejadi fenomena kompleks saat ini 
adalah kejahatan atau tindak pidana pencurian. Kasus pencurian yang kerap 
terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah saja. Bagaimana tidak, 
berbagai trik dilakukan dalam aksi pencurian mulai dari hipnotis, 
menggunakan obat bius, bahkan pencurian secara bergerombol dengan 
menggunakan senjata api, yang membuat korban tidak dapat berkutik. 
 Pencurian yang dilakukan pada era sekarang tidak lagi hanya terjadi 
pada malam hari, namun juga sering terjadi pada siang hari dan di tempat 
yang ramai. Pencurian yang dilakukanpun skalanya semakin besar dengan 
sasara 
n pencurian yang tidak lagi terfokus ke rumah-rumah di malam hari melainkan 
justru dilakukan di siang hari di tempat keramaian seperti bank, toko emas, 
pegadaian, swalayan, dengan hasil rampokan yang tidak tanggung-tanggung 
jumlahnya. Hal tersebut menunjukkan bagaimana seseorang begitu kreatif 
dalam melakukan kejahatan. 
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 Modus pencurian pun berkembang, berbagai cara dilakukan sesuai 
dengan perkembangan teknologi. Hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun 
untuk pencurian biasa, atau penjara maksimal 9 (sembilan) tahun apabila 
pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dan 
bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika tindak pencurian 
tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih menimbulkan luka berat atau 
meninggalnya seseorang sepertinya tidak membuat seseorang takut 
melakukan tindak kejahatan pencurian, hal tersebut mungkin saja jika 
seorang pencuri tidak mengetahui pidana yang akan menimpanya sebagai 
akibat dari tindakan pencurian yang dilakukannya. 
 Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu 
kenyamanan rakyat.Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat 
menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak 
mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah 
masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat 
di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini 
dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan 
lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu 
dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat 
hukum. 
 Perlu dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap faktor-faktor 
penyebab seseorang melakukan suatu tindak kejahatan pada umumnya, 
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khususnya pencurian. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP bentuk 
pokok delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian kendaraan 
bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu 
jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian. 
Selain itu, upaya pencegahan dari pihak kepolisian dan masyarakat juga 
perlu dikaji lebih mendalam demi mencegah baik secara pre-emtif, preventif, 
dan represif terjadinya tindak pidana pencurian. 
Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat sebuah penelitian yang 
berjudul: 
“Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor Di 
Kabupaten Polewali Mandar” 
 
2. Rumusan Masalah 
 Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas, yaitu: 
1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan maraknya pencurian motor di 
Kabupaten Polewali Mandar ? 
2) Bagaimana upaya penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan 
oleh penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencurian 
motor di Kabupaten Polewali Mandar ? 
 
3. Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 
1) Untuk mengetahui apa penyebab maraknya pencurian motor di 
Kabupaten Polewali Mandar 
2) Untuk mengetahui bagaimana cara penegak hukum memberantas 
tindak pidana pencurian motor di Kabupaten Polewali Mandar 
 
4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 
1) Penelitian ini secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan 
Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya 
kejahatan atau tinjauan Kriminoligis. 
2) Penelitian ini secara praktis dapat memberi jawaban atas persoalan-
persoalan kriminologi serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa 
yang menggeluti ilmu hukum Pidana, mengingat perkembangan ilmu 
hukum Pidana yang mengalami banyak permasalahan dan 
membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, 
tentunya diperlukan suatu kontruksi pemikiran sehingga dapat 
memecahkan bersama. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Kriminologi 
Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal 
dari penyelidikan C. Lomborso (1876). Bahkan lomborso menurut Pompe 
dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, 
disamping Cesare Baccaria.Namun ada pendapat lain yang mengemukakan 
bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari 
Lomborso melainkan dari Adolhe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki 
keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “statistic kriminil” 
yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara 
dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di 
negaranya.1 
Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang  
pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan 
psikologi.Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-
1911), seorang ahli antropologi Prancis. Intinya adalah bahwa Kriminologi 
merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang 
ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, 
                                                             
1 Romli Atasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm. 9. 
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secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan 
atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi 
dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.2 
Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap 
kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa: 
“Kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari 
para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi 
diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh 
para masyarakat.” 
Sedangkan Wood mengatakan:3 
“Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh 
berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan 
jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat 
terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.” 
Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah untuk 
mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah 
memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan 
masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. 
Ataukan ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka 
disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar 
orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan 
                                                             
2 A.S. Alam & Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 1. 
3 Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001,Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12. 
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melakukannya. Karena itulah terutama dinegeri-negeri angelsaks, kriminologi 
dibagi menjadi tiga bagian:
4
 
1) Criminal biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan 
sebab sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani. 
2) Criminal sociology, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam 
lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam 
milieunya). 
3) Criminal policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus 
dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian 
Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga 
hal pokok, yaitu:5 
1) Proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana. 
Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana meliputi: 
a. Definisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan 
d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistic kajahatan 
                                                             
4 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 14. 
5 A.S. Alam & Amir Ilyas, Op.cit., hlm. 1-2. 
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2) Etiologi kriminal yang membahas sebab-sebab terjadinya kejahatan 
yang meliputi: 
a. Aliran-aliran kriminologi 
b. Teori-teori kriminologi 
c. Berbagai perspektif kriminologi 
3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the breaking of 
laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar 
hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon 
pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan 
(criminal prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga 
adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting 
Toward the Breaking laws) meliputi: 
a. Teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik 
berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan rehabilitatif. 
Perkembangan kriminologi ditandai oleh perubahan-perubahan 
ancangan (perspektif), pendekatan dan teori yang berciri multi-paradigmatik, 
yakni tidak didominasi oleh sebuah wawasan atau paradigma tunggal. Proses 
pertumbuhan teori dalam kriminologi juga tidak hanya berhubungan erat 
dengan dinamika integral ilmu ini semata-mata, tetapi terikat erat pada 
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konteks sosial sebagai kondisi objektif, yang mempengaruhi pemahaman 
atas realitas sosial kejahatan.
6
 
Dimensi multi paradigmatik tersebut digambarkan oleh Charles E. 
Reasons yang menyatakan, bahwa paling tidak terdapat tiga cara pandang 
dalam perkembangan kriminologi, yakni: 
1. Perspektif yang menekankan “sebab kejahatan dalam diri individu”; 
2. Perspektif yang memperluas wawasan mengenai penyebab kejahatan 
dan menggeser pusat perhatian dari individu kepada kondisi-kondisi 
yang “menghasilkan” penjahat; 
3. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul perspektif berikutnya, yaitu 
perspektif yang dilandasi oleh meningkatnya kesadaran tentang sifat 
politis kejahatan. 
Don C. Gibons dari sisi lain melihat, bahwa kriminologi mengenal 
empat pendekatan dalam menjelaskan latar belakang kejahatan, yaitu (1) 
pendekatan biogenik; (2) pendekatan psikogenik; (3) pendekatan sosiogenik; 
dan (4) pendekatan tipologis. Keberagaman teori serta ketidakpuasan 
terhadap kemampuan teori kriminologi dalam menerangkan kejahatan, 
mendorong beberapa ahli kriminologi mengembangkan teori krimiologi yang 
lebih terpadu. 
Dalam dua puluh tahun terakhir, setelah masa keemasan Labelling 
Theory pada tahun 1960-an, dan kriminologi “baru” pada tahun 1970-an, 
                                                             
6
 Mulyana W. Kusumah, opcit., hlm. 113. 
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pada tahun-tahun selanjutnya, khususnya pada akhir 1970-an dan awal 
1980-an, terlihat kecenderungan untuk mengembangkan “teori integrasi” 
dalam kriminologi. 
Parameter-parameter, yakni konstruksi analitis tentang pokok masalah 
yang perlu memperoleh kajian serta faktor-faktor penting yang 
melatarbelakangi kejahatan yang telah dikedepankan dalam teori-teori 
kriminologi selama ini, akan lebih tersistematisasi, apabila diintegritasikan ke 
dalam suatu bangunan analisi relatif lengkap dalam menjelaskan kejahatan. 
Don C. Gibons dalam kaitan itu mengetengahkan suatu peragaan 
yang menggambarkan proses-proses penyebab kejahatan seperti di bawah 
ini:7 
1. Faktor-faktor dasar (sosial structural factors); 
2. Variabel-variabel antara (intervening variablesi); 
3. Faktor-faktor pencetus (precipitating factors); 
4. Pola perilaku jahat (primary deviation); 
5. Kesinambugan peran hasil akhir; 
6. Pola perilaku jahat dan karier peranan (role carrier). 
Bertolak dari pemikiran-pemikiran tersebut, dapat dikemukakan secara 
ringkas uraian teoritik tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, 
                                                             
7
 Ibid., hlm. 115. 
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yang pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam empat golongan faktor, 
yaitu:
8
 
1. Faktor-faktor dasar atau faktor-faktor sosio-struktural yang secara 
umum mencakup aspek-aspek budaya serta aspek-aspek pola 
hubungan penting di dalam masyarakat; 
2. Faktor-faktor interaksi sosial yang meliputi segenap aspek dinamik dan 
prosesual di dalam masyarakat, yang mempengaruhi cara berpikir, 
bersikap, dan bertindak individu dalam hubungannya dengan 
kejahatan; 
3. Faktor-faktor pencetus (precipitating factors) yag menyangkut aspek 
individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan 
dilakukannya kejahatan; 
4. Faktor-faktor reaksi sosial. Faktor-faktor ini dalam ruang lingkupnya 
mencakup keseluruhan respon dalam bentuk sikap, tindakan, dan 
kebijaksanaan, yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur 
sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara 
“informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat. 
Ketersediaan kesempatan yang sah untuk meraih tujuan-tujuan sosial, 
heterogenitas sebkebudayaan, pertumbuhan kebudayaan tandingan (counter 
culture), “urbanisasi”, dan kesenjangan sosial ekonomi adalah contoh 
kenyataan-kenyataan sosial yang seringkali dikaji sebagai sumber-sumber 
                                                             
8
 Ibid., hlm. 116. 
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kejahatan oleh teori-teori kriminologi, yang melihat kejahatan melalui 
ancangan sosio-struktural. 
Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan penduduk dalam 
hubungannya dengan keterbatasan sarana pendidikan dan lapangan kerja 
merupakan faktor-faktor sosio-struktural yang perlu diperhatikan, terutama 
dalam konteks kejahatan dengan pelaku berusia muda. 
Masalah kependudukan, ketenagakerjaan, dan pendidikan satu sama lain 
saling terkait sebagai faktor sosio-struktural yang mempunyai dimensi 
kriminogen. Dinamika sosial yang melatar belakangi kejahatan, terutama 
yang mengangkut pengaruh lingkungan sosial, dan juga merapuhkan peran 
pranata-pranata sosial kontrol, merupakan faktor-faktor interaksi sosial yang 
utama. 
Dalam konteks perkotaan, sebuah teori mengemukakan gejala-gejala 
kehidupan kota, antara lain: 
1. Banyaknya relasi orang kota menyababkan ketidakmungkinan adanya 
kontak antara pribadi-pribadi yang lengkap; 
2. Orang kota harus melindungi diri sendiri agar tidak terlalu banyak 
terjadi hubungan yang sifatnya pribadi, mengingat konsekuensinya 
adalah menyita waktu dan tenaga ada padanya; 
3. Kebanyakan hubungan itu digunakan sebagai sarana untuk mencapai 
tujuan-tujuan sendiri; 
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4. Adanya semacam emansipasi atau kebebasan bagi individu untuk 
menghindar dari pengawasan kelompok kecil atau kesukaan dan 
emosinya. 
Gejala-gejala ini tidak hanya melahirkan impersonalitas yang kering dalam 
hubungan-hubungan sosial. 
Tekanan-tekanan situasional dalam pelbagai bentuk kejahatan 
terhadap harta benda, peranan karbon (dalam bentuk mulai dari pasivitas 
sampai provokasi), serta penggunaan minuman keras dalam konteks 
terjadinya kejahatan degan kekerasan, merupakan contoh faktor-faktor 
pencetus kejahatan tersebut. Faktor pencetus ini muncul karena tidak 
kuatnya inner conttainment atau self-control. Akan halnya faktor-faktor reaksi 
sosial, kiranya perlu diperhatikan tingkat-tingkat reaksi sosial yang berbeda 
terhadap tipe-tipe kejahatan tertentu. Persepsi masyarakat tentang derajat 
keseriusan kejahatan sangat mempengaruhi sifat dan luasnya reaksi sosial.9 
Bangunan analisis yang telah dipaparkan di atas dapat dikembangkan 
sesuai dengan konsep-konsep yang dikaji di lingkungan Polri mengenai 
sumber ancaman (SA), faktor korelatif kriminogen (FKK), Police Hazard (PH) 
dan ancaman faktual (AF) sehingga dapat diperoleh ragaan teoretik:10 
1. Faktor-faktor sosial-struktural; 
2. Faktor-faktor interaksi dan reaksi sosial; 
                                                             
9
 Ibid., hlm. 119. 
10
 Ibid., hlm. 120. 
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3. Faktor-faktor pencetus; 
4. Sumber ancaman FKK PHAF. 
Pengkajian lebih jauh mengenai kemungkinan penerapan konsep ini, 
baik untuk kepentingan penelitian akademis maupun kebutuhan penegakan 
hukum, tentu harus terus dilakukan untuk menguji kapabilitas teoretik dan 
konseptual. 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari 
tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, 
yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. Dan 
yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-
gejala yang timbul dalam masyarakat. 
 
B. Kejahatan Dan Jenis-Jenis Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana 
masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian 
yang selalu berulah seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari 
tahun ketahun. Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan dapat 
menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki 
penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. 
Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai 
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perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, 
maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari 
manusia, sehingga ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu 
tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. 
Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan 
pendapatdiantara para sarjana, R. Soesilo membedakan pengertian 
kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis.11 
Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan 
tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi 
sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau 
tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan 
masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan 
ketertiban. 
Selanjutnya adapun beberapa definisi kejahatan menurut beberapa 
pakar:12 
1) J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti 
sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, 
sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk 
                                                             
11 Syahruddin, 2003, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya, Fakultas Hukum 
Universitas Sumatera Utara, hlm. 1. 
12 Ibid., hlm. 2-3. 
20 
 
menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman 
kepada penjahat. 
2) M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam 
masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan melanggar 
hukum dapat dijatuhi hukurnan penjara, hukuman mati dan hukuman 
denda dan seterusnya. 
3) W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang 
sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari 
negara berupa pemberian penderitaan. 
4) Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran 
norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat 
sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak 
boleh dibiarkan (negara bertindak). 
5) J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya “Paradoks 
Dalam Kriminologi” menyatakan bahwa, kejahatan mengandung 
konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang 
relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan 
perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh 
sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu 
perbuatan anti sosial, suatu pemerkosaan terhadap skala nilai sosial 
dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai 
dengan ruang dan waktu 
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 Kriminalitas merupakan suatu bentuk tindakan sosial yang tidak sesuai 
dengan dengan aturan hukum dan norma sosial yang berlaku, sehingga 
mengakibatkan adanya ketidak selarasan dalam kehidupan sosial. 
Kriminalitas sendiri merupakan suatu permasalahan yang komplek dan saling 
terkait dengan permasalahan sosial yang lain. Menurut asalnya, tidak ada 
pembatasan secara resmi dan juga tidak ada campur tangan dari penguasa 
terhadap kejahatan, melainkan kejahatan semata-mata dipandang sebagai 
persoalan pribadi  atau persoalan keluarga. Individu yang merasa dirinya 
menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balasan terhadap pelaku 
atau keluarganya. Konsep peradilan ini dapat kita temui pada Perundang-
undangan lama, seperti Code Hammurabi (1900 SM), Perundang-undangan 
Romawi Kuno (450 SM), dan pada Masyarakat Romawi Kuno, seperti 
contohnya "mencuri sapi bayar sapi". Konsep perjanjian seperti itu juga 
terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama "eye for eye".13 
 Kemudian konsep ini berkembang untuk perbuatan-perbuatan yang 
ditujukan kepada raja, seperti pengkhianatan, sedangkan perbuatan-
perbuatan yang ditujukan kepada individu masih menjadi urusan 
pribadimasing-masing. Seiring berjalannya waktu, maka kejahatan kemudian 
menjadi urusan raja (sekarang negara), yaitu dengan mulai berkembangnya 
dengan apa yang disebut Parent Parties, Konsekuensi selanjutnya dengan 
                                                             
13 Stephan Huewiz, disadur oleh, Ny. Muljatno, Kriminologi, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm. 32. 
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dioper tugas ini oleh negara, maka apa yang sering kita sebut sebagai "main 
hakim sendiri" pun dilarang.
14
 
 Pada Abad 18 munculah para penulis yang kemudian disebut sebagai 
Mazhab Klasik, sebagai reaksi atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan 
serta kesewenang-wenangan penguasa pada waktu ancient regime. Mazhab 
Klasik ini mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar 
Undang-undang. Ajaran yang terpenting adalah doktrin "nullum crimen sine 
lege" yang artinya yaitu tidak ada kejahatan apabila undang-undang tidak 
menyatakan perbuatan itu sebagai perbuatan yang dilarang. Takut terhadap 
timbulnya ketidakpastian dan timbulnya kesewenang-wenangan dari 
penguasa (hakim), maka mazhab ini berpendapat, hakim hanyalah sebagai 
mulut/corong undang-undang saja (legisme).15 Lama kelamaan timbul 
ketidakpuasan terhadap ajaran mahzab ini, dan pada akhir abad 18 
munculnya pandangan baru yang lebih menitikberatkan pada pelakunya 
dalam studi terhadap kejahatan. Mahzab ini muncul ini muncul diantara para 
penstudi kejahatan di Italia yang kemudian disebut sebagai Mazhab Positif. 
Mazhab ini dipelopori oleh C.Lambroso seorang ahli ilmu kedokteran 
kehakiman. Aliran ini berusaha untuk mengatasi relativitas dari hukum pidana 
                                                             
14 Ibid., hlm 34. 
15 Ibid., hlm. 37. 
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dengan mengajukan konsep kejahatan yang non-hukum, serta mengartikan 
kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum alam (natural law).
16
 
 Dalam perkembangan selanjutnya, konsep kejahatan yang non-hukum 
tersebut banyak menguasai para sarjana kriminologi di Amerika, terutama 
sampai pertengahan abad ke-20. Beberapa kritik yang diajukan terhadap 
mazhab tersebut antara lain oleh Ray Jeffery yang meyatakan bahwa dalam 
mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam kerangka hukum pidana, sebab 
dari hukum pidana kita dapat mengetahui dengan pasti, mengetahui kondisi 
yang bagaimanakah suatu tingkah laku yang dikatakan dipandang sebagai 
kejahatan dan bagaimana peraturan Perundang-undangan berinteraksi 
dengan sistem norma yang lain. George C. Vold mengatakan dalam 
mempelajari kejahatan terdapat persoalan rangkap, artinya kejahatan selalu 
menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau 
pandangan ,masyarakat tentang apa yang baik dan apa yang tidak buruk, 
tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, yang semuannya itu 
terdapat dalam undang-undang, kebiasaan (custom) dan adat istiadat. 
 E.Durkheim, seorang pakar sosiologi menyatakan kejahatan bukan 
saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan, bahkan beliau 
menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri 
masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang menggerakan masyarakat 
tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan, misalnya 
                                                             
16 Noach Simanjuntak, op.cit., hlm. 18. 
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dengan dijatuhkannya hukuman mati terhadap Socrates dan Galileo-galilea 
atas buah pikirnya. 
 Perlu ditegaskan bahwa kejahatan bukanlah fenomena alamiah, 
melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan 
haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus 
ada masyarakat yang norma aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping 
adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum 
pelanggarnya. Bagaimanapun juga kejahatan dalam arti hukum adalah yaitu 
perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi 
kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang, artinya 
ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai 
jahat, tetapi oleh undang-undang tidak menyaakan sebagai kejahatan (tidak 
dinyatakan sebagai tidak pidana), dan begitu pula sebaliknya. 
 Dalam hukum pidana orang seringkali membedakan antara delik 
hukum (rechtsdelicten atau mala per se), khususnya tindak pidana yang 
disebut "kejahatan" (buku ke II KUHP) dan delik undang-undang 
(wetsdelicten atau mala prohibita) yang berupa "pelanggaran" (buku ke III 
KUHP) mengenai perbedaan antara mala per se dengan mala probibita 
dewasa ini banyak dipertanyakan orang, yaitu apakah semua tindak pidana 
itu sebenarnya adalah merupakan mala probibita, artinya perbuatan-
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perbuatan tertentu merupakan kejahatan, oleh karena perbuatan tersebut 
oleh undang-undang ditunjuk atau dijadikan kejahatan (tindak pidana).
17
 
 Oleh karena mengenai pandangan orang mengenai hubungan antara 
Undang-undang dengan organisasi sosial mempunyai pengaruh yang penting 
dalam penyelidikan kriminologi selanjutnya, maka perlu diketahui pandangan-
pandangan yang ada mengenai hubungan antara keduanya. Secara umum 
terdapat 3 perspektif mengenai pembentukan Undang-undang yang dapat 
dipakai untuk menjelaskan antara hubungan hukum (undang-undang) 
dengan masyarakat, yaitu model Konsesus, Pluralis, dan Konflik. Masing-
masing model tersebut telah mencerminkan perbedaan pandangan mengenai 
asal pembuatan aturan dan nilai-nila dasar kehidupan sosial. Penerapan 
undang-undang dipandang sebagai pembenaran hukum yang mencerminkan 
keinginan kolektif. 
 Apabila model Konsesus menganggap adanya persetujuan umum atas 
kepentingan dari nilai-nilai dasar manusia, sebaiknya model Pluralis 
menyadari adanya keanekaragaman kelompok-kelompok sosial yang 
mempunyai perbedaan dan persaingan atas kepentingan dan nilai-nilai. 
Menyadari kebutuhan akan adanya mekanisme penyelesaian konflik, orang-
orang sepakat terhadap struktur hukum yang dapat menyelesaikan konflik-
konflik tersebut tanpa membahayakan kesejahteraan masyarakat. Menurut 
perspektif tersebut konflik dapat timbul karena adanya ketidaksetujuan dalam 
                                                             
17 Ibid., hlm. 25. 
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substansinya, akan tetapi mereka setuju mengenal asal dan bekerjanya 
hukum. Sebagai model untuk mempelajari hukum dan masyarakat, perspektif 
konflik menekankan pada adanya paksaan dan tekanan yang berasal dari 
sistem hukum. Sistem Hukum tidak dipandang sebagai alat yang netral untuk 
menyelesaikan perselisihan, tetapi sebagai mekanisme yang diciptakanoleh 
kelompok politisi yang paling berkuasa untuk melindungi dan mencapai 
kepentingan-kepentingannya sendiri. Hukum bukan saja untuk melayani 
pencapaian kepentingan-kepentingan tertentu bagi kelompok yang memiliki 
kekuasaan, akan tetapi Hukum juga melayani kepentingan mereka untuk 
mempertahankan kekuasaannya. 
 
2. Jenis-Jenis Kejahatan 
Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai 
berikut: 
1) Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini 
dikemukakan menurut pandangan Bonger sebagai berikut:18 
a. Kejahatan ekonomi (economic crimes), misalnya 
penyelundupan. 
                                                             
18 A.S Alam, 1985, Kejahatan dan Sistem Pemidanan, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang, hlm. 
5. 
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b. Kejahatan seksual (economic crimes), misalnya perbuatan zina, 
Pasal 284 KUHP. 
c. Kejahatan politik (politic crimes), misalnya pemberontakan 
Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya. 
d. Kejahatan diri (moscellaneus crimes), misalnya penganiayaan 
yang motifnya dendam. 
2) Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya 
suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu: 
a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam 
Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain. 
b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam 
Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai 
jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan 
sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 
hari dan denda Rp. 750,- 
c. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh 
sebagai berikut: 
I. Kejahatan terhadap orang (crimes against person), 
misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain. 
II. Kejahatan terhadap harta benda (crimes against 
property), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain. 
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III. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crimes against 
piblicdecency), misalnya perbuatan cabul. 
3) Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan 
didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut 
proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan 
teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok-kelompok yang 
mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut sebagaimana 
ditulis oleh A.S. Alam sebagai berikut:19 
a. Profesional crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai 
mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu 
untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan 
pencopet. 
b. Organized crimes, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, 
misalnya pemerasan, perdagangan narkotika dan obat-obatan 
terlarang. 
c. Occasional crimes, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu 
kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama. 
4) Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi yang 
dikemukakan oleh sebagai berikut: 
                                                             
19 Ibid., hlm. 7. 
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a. Violent personal crimes, yaitu kejahatan kekerasan terhadap 
orang, misalnya pembunuhan (murder), pemerkosaan (rape) 
dan penganiayaan (assault). 
b. Occasional property crimes, yaitu kejahatan harta benda karena 
kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, 
pencurian di toko-toko besar. 
c. Occupational crimes, yaitu kejahatan karena kedudukan atau 
jabatan, misalnya korupsi. 
d. Politic crimes, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan 
sabotase, perang gerilya dan lain-lain. 
e. Public order crimes, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum 
yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya 
pemabukan, wanita melacurkan diri. 
f. Convensional crimes, yaitu kejahatan konvensional, misalnya 
perampokan (robbery), pencurian kecil-kecilan (larceny), dan 
lain-lain. 
g. Organized crimes, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya 
perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius. 
h. Professional crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai 
profesinya, misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain. 
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C. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan 
1. Teori Sub-Culture 
Pada dasarnya, teori sub-culture membahas dan menjelaskan bentuk 
kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. Sebagai social 
heritage, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku 
konsumtif kelas menengah Amerika.20 Di bidang pendidikan, para kelas 
menengah mengharapkan pendidikan universitas bagi anak-anak mereka. 
Kemudian dalam bidang iptek, keberhasilan Uni Soviet mengorbitkan satelit 
pertamanya akhirnya berpengaruh besar dalam sistem pendidikan di AS. Di 
sisi lain, memunculkan urbanisasi yang membuat daerah pusat kota menjadi 
kacau balau dan hal ini merupakan problem perkotaan. Sehingga, kenakalan 
adalah problem kelas bawah serta gang adalah bentuk paling nyata dari 
pelanggaran tersebut. Teori sub-culture sebenarnya dipengaruhi kondisi 
intelektual (intelectual heritage) aliran Chicago, konsep anomie Robert K. 
Merton dan Solomon Kobrin yang melakukan pengujian terhadap hubungan 
antara gang jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas 
bawah (lower class).  
Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa ada ikatan antara hierarki 
politis dan kejahatan teroganisir. Karena ikatan tersebut begitu kuat sehingga 
                                                             
20 Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik, Penerbit PT 
Alumni, Bandung, hlm. 317-318. 
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Kobrin mengacu kepada “Kelompok Pengontrol Tunggal” (single controlling 
group) yang melahirkan konsep komunitas integrasi.  
 Dalam kepustakaan kriminologi dikenal dua teori sub-culture, yaitu:21 
1) Teori Delinquent Sub-Culture 
Teori ini dikemukakan Albert K. Cohen dalam bukunya delinquent boys 
(1955) yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan 
sub-culture dimuali dengan menggabungkan perspektif teori 
Disorganisasi Sosial dari Shaw dan McKay, teori Differential 
Association dari Edwin H. Sutherland dan teori Anomie Albert K. 
Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku 
delinkuen di daerah kumuh (slum). Karena itu, konklusi dasarnya 
menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia 
muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan 
terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang 
mendominasi kultur Amerika. 
Kondisi demikian mendorong adanya konflik budaya yang oleh Albert 
K. Cohen disebut sebagai “Status Frustration”. Akibatnya, timbul 
keterlibatan lebih lanjut anak-anak kelas bawah dan gang-gang dan 
berperilaku menyimpang yang bersifat “nonutilitarian, malicious and 
negativistic (tidak berfaedah, dengki dan jahat)”. Konsekuensi logis 
                                                             
21 Ibid., hlm. 320. 
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dari konteks diatas, karena tidak adanya kesempatan yang sama 
dalam mencari status sosial pada struktur sosial maka para remaja 
kelas bawah akan mengalami problem status di kalangan remaja.20 
Akhirnya, Albert K. Cohen bersama James Short melakukan klasifikasi 
sub-sub budaya delinkuen, menjadi: 
a. A parent male sub-culture the negativistic sub culture originally 
identified to delinquent boys; 
b. The conflict-oriented sub-culture the culture of a large gang that 
engages in collective violence; 
c. The drug addict sub-culture groups of youth whose lives revolve 
around the purchase sale, use of narcotics; 
d. Semi profesional theft-youths who engage in the theft or robbery 
of merchandise for the purpose of later sale and monetary gain; 
e. Middle-class sub-culture-delinquent group that rise, because of 
the pressures of living in middle-class environments. 
2)  Teori Differential Opportunity 
 Teori perbedaan kesempatan (differential opportunity) dikemukakan 
Richard A. Cloward dan Leyod E. Ohlin dalam bukunya Delinquency 
and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang (1960) yang membahas 
perilaku delinkuen kalangan remaja (gang) di Amerika dengan 
perspektif Shaw dan McKay serta Sutherland. Menurut Cloward, 
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terdapat struktur kesempatan kedua yang tidak dibahas teori anomie 
Robert K. Merton yaitu adanya kesempatan tidak sah (the illegitimate 
opportunity structure).21 Pada dasarnya, teori Differential Opportunity 
berorientasi dan membahas penyimpangan di wilayah perkotaan. 
Penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan 
yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal maupun illegal. 
Untuk itu, Cloward dan Ohlin mengemukakan 3 (tiga) tipe gang 
kenakalan Subculture, yaitu 
a. Criminal Sub-culture, bilamana masyarakat secara penuh 
berintegrasi, gang akan berlaku sebagai kelompok para remaja 
yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan 
organisasi kriminal. Kriminal sub-culture menekankan aktivitas 
yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda 
dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan. 
b. Retreatist Sub-culture, dimana remaja tidak memiliki struktur 
kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang 
(mabukmabukan, penyalah gunaan narkoba dan lain 
sebagainya). 
c. Conflict Sub-culture, terdapat dalam suatu masyarakat yang 
tidak terintegrasi, sehingga suatu organisasi menjadi lemah. 
Gang subculture demikian ini cenderung memperlihatkan 
perilaku yang bebas. Ciri khas gang ini seperti adanya 
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kekerasan, perampasan harta benda dan perlikau menyimpang 
lainnya. 
 
2. Teori Culture Conflict 
Teori ini dikemukakan Thorsten Sellin dalam bukunya Culture Conflict 
and Crime (1938). Fokus utama teori ini mengacu pada dasar norma kriminal 
dan corak pikiran/sikap.22 Thorsten Sellin menyetujui bahwa maksud norma-
norma mengatur kehidupan manusia setiap hari, norma adalah aturan-aturan 
yang merefleksikan sikap dari kelompok satu dengan lainnya. 
Konsekuensinya, setiap kelompok mempunyai norma dan setiap norma 
dalam setiap kelompok lain memungkinkan untuk konflik. Setiap individu 
boleh setuju dirinya berperan sebagai penjahat melalui norma yang disetujui 
kelompoknya, jika norma kelompoknya bertentangan dengan norma yang 
dominan dalam masyarakat. Persetujuan pada rasionalisasi ini, merupakan 
bagian terpenting untuk membedakan antara yang kriminal dan nonkriminal 
dimana yang satu menghormati pada perbedaan kehendak/tabiat norma. 
Secara gradual dan substansial, menurut Thorsten Sellin, semua 
culture conflict merupakan konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma. 
Karena itu, konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses 
perkembangan kebudayaan dan peradaban atau acapkali sebagai hasil 
                                                             
22 Romli Atasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm. 43. 
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berpindahnya norma-norma perilaku daerah/budaya satu ke budaya lain dan 
dipelajari sebagai konflik mental. Konflik norma tingkah laku dapat timbul 
karena adanya perbedaan cara dan nilai sosial yang berlaku di antara 
kelompok-kelompok. Begitu pula, konflik norma terjadi karena berpindahnya 
orang desa ke kota. Konflik norma dalam aturan-aturan kultural yang berbeda 
dapat terjadi antara lain disebabkan tiga aspek, yaitu:23 
1) Bertemunya Dua Budaya Besar 
Konflik budaya dapat terjadi apabila adanya benturan aturan pada 
batas daerah kultur yang berdampingan. Contohnya, bertemunya 
orang-orang Indian dengan orang-orang kulit putih di AS. Pertemuan 
tersebut mengakibatkan terjadinya kontak budaya di antara mereka, 
baik terhadap agama, cara bisnis dan budaya minum minuman 
kerasnya yang dapat memperlemah budaya suku Indian tersebut. 
2) Budaya Besar Menguasai Budaya Kecil 
Konflik budaya dapat juga terjadi apabila satu budaya memperluas 
daerah berlakunya budaya tersebut terhadap budaya lain. Aspek ini 
terjadi dengan norma hukum dimana undang-undang suatu kelompok 
kultural diperlakukan untuk daerah lain. Misalnya, diberlakukannya 
hukum Perancis terhadap suku Khabile di Aljazair, atau bergolaknya 
daerah Siberia ketika diterapkannya hukum Uni Soviet. 
                                                             
23 Ibid., hlm. 322. 
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3)  Apabila Anggota Dari Suatu Budaya Pindah Ke Budaya Lain   
Konflik budaya timbul karena orang-orang yang hidup dengan budaya 
tertentu kemudian pindah ke lain budaya yang berbeda. Misalnya, 
walaupun mempunyai budaya vendetta, karena pindah ke AS maka 
orangorang Sicilia tunduk pada hukum AS. Berdasar asumsi di atas 
ternyata Thorsten Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik 
sekunder. Konflik primer dapat terjadi ketika norma dari dua kultur, 
bertentangan. Pertentangan ini dapat terjadi pada batas areal kultur 
yang dimiliki masing-masing ketika hukum dari kelompok lain muncul 
ke permukaan daerah/teritorial lain atau ketika orang-orang satu 
kelompok pindah pada kultur yang lain. Konflik sekunder timbul ketika 
dari sebuah kultur kemudian terjadi varietas kultur, salah satunya 
dibentuk dari penormaan sikap/tabiat. Tipe konflik ini terjadi ketika 
kesederhanaan kultur pada masyarakat yang homogen berubah 
menjadi masyarakat yang kompleks. 
 
3. Teori Kontrol 
 Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa 
orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi 
mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi 
kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau 
mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori 
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kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, 
adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali 
menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori 
ini berpijak) kucang menyukai “kriminologi baru” atau “new criminology” dan 
hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (criminal). Kedua, 
munculnya studi tentang “criminal justice” dimana sebagai suatu ilmu baru 
telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi 
pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik 
penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni selfreport 
survey.  
 Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu personal 
control dan sosial control. Personal control adalah kemampuan seseorang 
untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara 
melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan social 
control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di 
masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi 
efektif. Pada tahun 1957, Jackson Toby memperkenalkan pengertian 
“Commitment” individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam 
membentuk sikap kontrol sosial. Kemudian, Scot Briar dan Irvine Piliavian 
menyatakan bahwa peningkatan komitmen individu dan adaptasi/ 
penyesuaian diri memegang peranan dalam mengurangi penyimpangan. 
Pendekatan lain digunakan Walter Reckless (1961) dengan bantuan 
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rekannya Simon Dinitz. Walter Walter Reckless menyampaikan Contaiment 
Theory yang menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil (akibat) 
dari interelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu internal (inner) dan eksternal 
(outer). Menurut Walter Reckless, contaiment internal dan eksternal memiliki 
posisi netral, berada dalam tarikan sosial (social pull) lingkungan dan 
dorongan dari dalam individu. F. Ivan Nye dalam tulisannya yang berjudul 
Family Relationsip and Delinquent Behavior (1958), mengemukakan teori 
kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan melainkan 
penjelasan yang bersifat kasuistis. F. Ivan Nye pada hakikatnya tidak 
menolak adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur subkultur dalam 
proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus delinkuen, menurut F. Ivan Nye 
disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang 
tidak efektif. 
 
D. Pengertian Pencurian 
Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang 
berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak 
pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang 
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seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara 
melanggar hukum.
24
 
Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya 
dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah 
berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: 
Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau 
sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara 
melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900; 
(sembilan ratus rupiah). 
Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian ada 2 (dua), yaitu: 
1) Unsur-unsur subjektif terdiri dari: 
a. Perbuatan mengambil 
b. Objeknya suatu benda 
c. Unsur keadaan yang meyertai atau melekat pada benda yaitu 
benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain. 
2) Unsur objektifnya terdiri dari: 
a. Adanya maksud 
b. Tujuan untuk memiliki 
c. Dengan cara yang melawan hukum 
                                                             
24 Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 
10. 
40 
 
Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai 
pencurian apabila terdapat unsur tersebut di atas. 
1) Unsur perbuatan mengambil. Perbuatan mengambil yang menjadi 
unsur subyektif di dalam delik pencurian seharusnya ditafsirkan setiap 
perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya 
yang nyata dan mutlak. Jadi di dalam delik pencurian dianggap sudah 
selesai jika pelaku melakukan perbuatan “mengambil” atau setidak-
tidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. 
Dalam praktek sehari-hari dapat terjadi seorang mengambil suatu 
benda, akan tetapi karena diketahui oleh orang lain kemudian barang 
tersebut dilepaskan, keadaan seperti ini sudah digolongkanperbuatan 
mengambil. 
2) Unsur benda. Pengertian benda yang dimaksud di dalam Pasal 362 
KUHP adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat 
dipindahkan.Di dalam kenyataan yang menjadi obyek pencurian tidak 
hanya benda berwujud yang sifatnya dapat dipindahkan oleh karena 
itu pengertian benda tersebut berkembang meliputi setiap benda baik 
itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik berupa 
benda benda berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda yang 
tergolong res nullius dalam batas-batas tertentu.Pengertian benda 
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menurut Pasal 362 KUHP memang tidak disebutkan secara rinci, 
sebab tujuan pasal ini adalah untuk melindungi harta kekayaan orang. 
3) Unsur-unsur atau seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak 
perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja. Siapakah yang 
diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya 
milik orang lain. Orang lain itu diartikan sebagai bukan petindak. 
Dengan demikian maka pencurian dapat terjadi terhadap benda-benda 
milik badan hukum, misal milik negara. 
4) Maksud dan tujuan. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, 
yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur 
kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki, kedua unsur ini dapat 
dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil 
barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya. Dari 
penggabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam 
tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan 
beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, 
dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan 
perbuatan melawan hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian 
ini adalah maksudnya subyektif saja. 
5) Menguasai dengan dirinya sendiri. Pengertian menguasai bagi 
dirinya sendiri yang terdapat pada Pasal 362 KUHP maksudnya 
adalah menguasai sesuatu benda seakan-akan ia pemilik dari benda 
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tersebut. Pengertian seakan-akan di dalam penjelasan tersebut 
memiliki arti bahwa pemegang dari benda itu tidak memiliki hak seluas 
hak yang dimiliki oleh pemilik benda yang sebenarnya. 
 
E. Jenis-Jenis Pencurian 
KUHP merumuskan beberapa jenis tindak pidana pencurian, antara 
lain:25 
1) Pencurtian Biasa (Pasal 362 KUHP). Pencurian biasa ini terdapat 
didalam UU pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang 
berbunyi : ”Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali 
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki 
barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan 
pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-
banyaknya sembilan ribu rupiah”. Dari pengertian pasal 362 KUHP, 
maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut: 
a. Tindakan yang dilakukan adalah mengambil. Mengambil untuk 
dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu 
dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan 
jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya kelain 
                                                             
25 P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adikarya Bakti, Bandung. hlm. 
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tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan 
tetapi ia baru mencoba mencuri. 
b. Yang diambil adalah barang. Yang dimaksud dengan barang 
pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak 
yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, 
karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima 
akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya 
mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan 
diambil itu tiada nilai ekonomisnya 
c. Status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang 
lain. Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus 
milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama 
sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. 
Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat 
dituntut juga dengan pasal ini. 
d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki 
barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Maksudnya 
memiliki ialah : melakukan perbuatan apa saja terhadap barang 
itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, 
dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, 
semata-mata tergantung kepada kemauannya. 
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2) Pencurian Dengan Pemberatan. Dinamakan juga pencurian 
dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika 
dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 
KUHP maka bunyinya sebagai berikut : (1) ”Dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya tujuh tahun”. Seperti pencurian ternak. 
3) Pencurian Ringan. Pencurian ini adalah pencurian yang dalam 
bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus 
lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah 
walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu 
rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau 
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa 
disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam 
pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : ”Perbuatan yang 
diterangkan dalam pasal 363 no.5 asal saja tidak dilakukan dalam 
sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada 
rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua 
ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan 
pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya 
sembilan ratus rupiah”. Sesuai jenis perinciannya, maka pada 
pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis 
pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam 
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dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan dan denda 
sebanyak sembilan ribu rupiah. 
4) Pencurian Dengan Kekerasan. Sesuai dengan Pasal 365 KUHP 
maka bunyinya adalah sebagai berikut: 
(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan 
tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, 
dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan 
pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada 
kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta 
melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya 
barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya. 
(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan: 
Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, 
atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang 
sedang berjalan. Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-
sama oleh dua orang atau lebih. Ke-3 : Jika yang bersalah 
masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai 
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
Ke-4 : Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat. 
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(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika 
perbuatan itu berakibat ada orang mati. 
(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara 
selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu 
berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan 
bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai 
salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan No.3. 
I. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 
KUHP yang berbunyi ”Yang dimaksud dengan 
melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi 
pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan 
kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya 
memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, 
menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula 
dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang 
yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan 
sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan 
pada orang dan bukan pada barang. 
II. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-
lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan 
pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau 
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pekarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan 
pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang 
disebutkan dalam pasal 88 KUHP atau cara masuk ke 
tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, 
membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu 
perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai 
dengan pasal 90 KUHP yaitu : Luka berat berarti 
penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan 
sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan 
bahaya maut, senantiasa tidak cukap mengerjakan 
pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencahariaan, tidak 
dapat lagi memakai salah satu panca indra, mendapat 
cacat besar, lumpuh (kelumpuhan), akal (tenaga paham) 
tidak sempurna lebih lama dari empat Minggu, dan 
gugurnya atau matinya kandungan seseorang 
perempuan. 
III. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan 
matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-
lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting 
adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh 
pencuri. 
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IV. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu 
mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan 
itu dilakuakan oleh dua orang atau lebih bersama-sama 
atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu : ”Mufakat 
jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-
sama sepakat akan melakukan kejahatan itu.” 
 
F. Pengertian Kendaraan Bermotor 
Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 
Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(UULLAJ) adalah: 
“Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di 
atas rel.” 
Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang 
dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang 
mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, 
kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang 
atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang 
berjalan di atas rel seperti kereta api. 
Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-
hari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat 
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khususnya setelah perang dunia kedua. Hal ini ditandai dengan tahap 
motorisasi di segala bidang. Kendaraan bermotor sebagai sarana 
transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting 
dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Kendaraan 
bermotor di Indonesia merupakan lambang status sosial di masyarakat. 
Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat di 
Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, 
akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian besar golongan masyarakat yang 
tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi ini. Hal ini 
menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, perbedaan 
semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan 
diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.Kejahatan ini adalah 
termasuk kejahatan terhadap harta benda (crime against property) yang 
menimbulkan kerugian. 
 
G. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi 
dimasyarakat. Seseorang melakukan kejahatan pastilah dilatarbelakangi oleh 
beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara sebagai 
organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang 
melakukan kejahatan. Ini dilakukan dengan membuat sebuah regulasi 
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terhadap larangan melakukan kejahatan. Sanksi yang diberikan kepada 
mereka biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak 
kemeredekaan mereka atau dipenjara.Ini merupakan suatu bentuk 
penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh negara agar menciptakan 
kehidupan yang aman dan tentram. Secara teori ada beberapa cara dalam 
melakukan upaya penanggulangan kejahatan:  
1) Upaya Pre-Emptif. Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah 
upaya-upaya  yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah  
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam  
penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan 
nilai-nial, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk 
melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 
tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-
Emtif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
2) Upaya Preventif. Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan 
agar kejahatan tidak terjadi.Karena seperti yang kita ketahui bersama 
kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi 
disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan 
upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum 
terjadinya kejahatan, upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana 
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kejahatan tersebut tidak terjadi. Banyak cara yang dilakukan untuk 
bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan 
sosialisi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila 
seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana 
yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut 
masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan.  
Kemudian juga, seperti yang kita ketahui bersama, salah satu faktor 
terjadinya kejahatan karena kesenjangan sosial, yaitu banyaknya 
angka kemiskinan didaerah tersebut sehingga upaya-upaya yang 
dilakukan, seperti pemerintah atau pemerintah daerah membuka suatu 
lapangan kerja bagi mereka agar tidak melakukan hal-hal yang 
menyimpang, dan masih banyak lagi upaya-upaya preventif yang 
dapat dilakukan agar kejahatan tersebut tidak terjadi. 
3) Upaya Represif. Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau 
penanggulangan, dalam arti bahwa ketika kejahatan itu telah terjadi, 
upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar setelah seseorang 
melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian 
biasanya dilakukan seperti bagaimana memikirkan untuk 
menyembuhkan penjahat tersebut. Orang yang melakukan kejahatan 
secara tidak langsung akan di penjara atau dimasukkan dalam rumah 
tahanan, diharapkan didalam rumah tahanan tersebut mereka dibina 
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sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah 
melakukan perbuatan tersebut.  
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BAB III 
Metode Penelitian 
 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Polewali 
Mandar, Polres Polewali Mandar. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena 
terdapat relevansi dengan masalah yang penulis teliti.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik 
pengumpulan data dengan cara Wawancara (interview).  Adapun pendekatan 
yang digunakan penulis dalam melakukan studi kepustakaan adalah : 
1. Pendekatan Undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-
undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 
ditangani. 
2. Pendekatan Kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan 
dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan 
dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga 
jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, 
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.26 
1. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum 
(baik normatif maupun yang sosiologis atau kriminologis), karena 
penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.27 Studi dokumen 
bagi penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji setiap dokumen 
hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, 
buku, dan karya tulis ilmiah. 
2. Pengamatan (Observation) ditinjau dari perspektif sejarah merupakan 
alat pengumpul data yang tertua; pada zaman dahulu misalnya para 
filosof melakukan pengamatan terhadap masyarakat guna 
merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat-
masyarakat tertentu. Hingga saat ini pengamatan masih dianggap 
relevan sebagai alat pengumpul data.28Pada penelitian ini penulis 
menggunakan metode pengamatan tidak terlibat (nonparticipant 
observation), dalam menggunakan metode ini pengamat tidak menjadi 
anggota dari kelompok yang diamati. Oleh sebab itu, kehadiran 
                                                             
26 Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 67. 
27Ibid., hlm. 68. 
28Ibid., hlm. 72. 
55 
 
pengamat di tengah-tengah kelompok yang diamati jangan sampai 
mempengaruhi kelompok tersebut, sehingga data yang diperoleh 
bukan merupakan keadaan yang sesungguhnya.29 Demi menghindari 
hal tersebut, maka peneliti akan memperhatikan dua hal. Pertama, 
peneliti harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keadaan 
sosial budaya dari kelompok yang diamati; kedua, ketika berada di 
tengah-tengah kelompok tersebut, harus dapat menyesuaikan diri 
dengan kondisi kelompok tersebut (hal ini tidak berlaku bagi pengamat 
terhadap pelanggar hukum). 30 
3. Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap 
muka (face-to-face), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-
jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang 
responden.31 Peneliti akan menggunakan teknik wawancara 
berencana (standardized interview),32 yaitu suatu wawancara yang 
disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. 
Dari sudut pandang bentuk pertanyaannya, maka wawancara yang 
peneliti lakukan digolongkan sebagai wawancara terbuka (open 
                                                             
29Ibid., hlm. 80. 
30Ibid., hlm. 81-82. 
31Ibid., hlm. 82. 
32Ibid., hlm. 84. 
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interview),33 yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa 
bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” 
atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa 
ia menjawab “ya” atau “tidak”. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Langkah selanjutnya dalam menganalisis dan menginterpretasikan 
data kualitatif adalah menyajikannya secara deskriptif.Penjelasan secara 
deskriptif adalah menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya. 
Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori atau 
doktrin-doktrin hukum yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 
Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah metode kasus perkara 
(The Use of Case Histories), metode ini menyelidiki sejarah dari kasus yang 
diteliti. Rancangan kasus perkara kadang-kadang dapat meliputi hal-hal lebih 
penting yang bersifat mempersamakan gambaran mengenai kelakuan 
sejarah keluarga, sejarah kesehatan, sifat kepribadian, keadaan lingkungan 
keluarga dahulu dan sekarang, keadaan lingkungan sekitarnya, kesempatan 
dalam masyarakat dan kesempatan berekreasi, pengalaman serta kegiatan 
                                                             
33Ibid., hlm. 85-86. 
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untuk bekerja, kegiatan sekolah, persahabatan, kegemaran, sikap dan/atau 
tujuan hidup.
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
34 Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Pengantar Penelitian Kriminologi, Remadja Karya CV, Bandung,  hlm. 
30. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor Penyebab Pencurian Motor Di Kabupaten Polewali Mandar 
Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena 
kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. 
Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan 
saja dalam pergaualan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan 
tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, 
budaya dan sebagainya. Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang 
sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan 
bermotor dengan pemberatan. 
 Berita tentang pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik 
perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. 
Kendaraan bermotor merupakan sarana transporasi yang mempunyai 
mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang 
memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat. 
Penulis kemudian memperoleh data mengenai kasus pencurian sepeda 
motor di Kabupaten Polewali Mandar selama kurun waktu 2011-2014. 
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    Tabel 1. Data Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten  Polewali Mandar 
 
Sumber: Polres Polewali Mandar, 16 November Tahun 2014. 
 
Berdasarkan data yang penulis peroleh pada tanggal 16 November 
2014 di atas, persentase keberhasilan tertinggi penyelesaian kasus tindak 
pidana pencurian motor oleh kepolisian ada pada tahun 2012, yaitu sebesar 
82%. Berbeda jauh dengan tingkat keberhasilan paling rendah yaitu 
sebanyak 28% pada tahun 2011 dengan tingkat kasus pencurian paling 
DATA PENCURIAN MOTOR 
TAHUN 
JUMLAH 
KASUS 
SELESAI 
TIDAK 
SELESAI 
PERSENTASE 
KEBERHASILAN 
HAMBATAN 
2011 39 11 28 28% 
Tersangka Tidak Diketahui 
(Masih Tahap Penyidikan) 
2012 34 28 6 82% 
Tersangka Tidak Diketahui 
(Masih Tahap Penyidikan) 
2013 31 22 11 70% 
Tersangka Tidak Diketahui 
(Masih Tahap Penyidikan) 
2014 20 16 4 80% 
Tersangka Tidak Diketahui 
(Masih Tahap Penyidikan) 
TOTAL 124 77 49 
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tinggi, yaitu sebesar 39 kasus. Pada tahun 2015 ini, maka pihak kepolisian, 
selain harus berupaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian 
motor, pihak kepolisian juga masih memiliki tugas untuk menyelesaikan 49 
kasus yang belum selesai dari tahun 2011 hingga 2014. 
Penulis kemudian menanyakan terkait alasan dari banyaknya jumlah 
kasus yang belum terselesaikan, menurut Mustakim selaku Kasat Reskrim 
Polres Polman, semua kasus yang belum terselesaikan tersebut hampir tidak 
memiliki saksi pada waktu kejahatan dilakukan. Korban tidak melihat pelaku 
pencurian dan tidak ada orang di sekitar tempat kejadian yang juga melihat 
pelaku pencurian tersebut. Hal ini menyebabkan kepolisian mengalami 
kesulitan untuk dapat mengidentifikasi pelakunya.  
Masih menurut Mustakim, motor yang dicuri semuanya dalam keadaan 
terparkir, sehingga tidak terjadi interaksi langsung antara korban dengan 
pelaku. Berbeda halnya dengan beberapa kasus yang telah terselesaikan, 
kebanyakan modus dari pelaku adalah dengan berpura-pura sebagai orang 
yang ingin meminta tolong di pinggir jalan untuk di antar ke suatu tempat, 
kemudian pelaku mengancam korban dengan senjata tajam untuk 
menyerahkan sepeda motornya. Pada kasus itu, korban mengalami interaksi 
langsung dengan pelaku, sehingga memudahkan pihak kepolisian untuk 
melakukan penyidikan dan penyelidikan. 
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Penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) adalah faktor intern dan 
ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, 
sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor 
inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan 
sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh 
penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya. 
 
1. Faktor Intern 
a) Tingkat Pendidikan 
Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong 
seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal 
itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang 
terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup 
bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah 
satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat 
(mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk 
mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan 
dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut 
memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat 
masalah/kerugian tertentu. Berdasarkan dari hasil wawancara 
dengan para pelaku, salah satu diantaranya mengatakan, “Saya 
ini cuman lulus SD, sekarang susah cari kerja kalau tidak 
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sekolah tinggi, yah terpaksa lah begini, daripada tidak bisa 
makan.” Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan daya tangkap 
orang tersebut mengenai mana hal yang baik dan yang buruk 
juga kurang. 
b) Perilaku Individu 
Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan 
seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari 
masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah 
laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan 
dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan 
mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat 
menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri 
maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa 
mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing 
oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan 
mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap 
mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang 
melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas 
bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah 
ada batasnya. Salah satu pelaku pencurian motor mengatakan, 
“Pada awalnya saya enggak ada niatan buat ambil motor orang, 
tapi karena waktu itu saya lihat ada motor yang sudah siap 
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pakai (mesin sudah nyala) dan pemiliknya enggak kelihatan jadi 
saya ambil saja motornya”. Selain dari diri si pelaku, korban 
merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terjadinya 
suatu kejahatan. Kelengahan korban merupakan kunci dari 
suatu kejahatan, misalnya saja korban yang akan mengunakan 
sepeda motor untuk menuju ke suatu tempat, kemudian 
mengeluarkan sepeda motor tersebut di depan rumah dengan 
menyalakan mesinnya terlebih dahulu, lalu korban kembali 
masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu yang 
tertinggal. Pada titik ini kelengahan korban dapat menyebabkan 
terjadinya suatu kejahatan. Seseorang yang secara kebetulan 
melewati rumah tersebut melihat sepeda motor yang sudah siap 
untuk dibawa pergi tanpa berpikir panjang bisa saja mengambil 
sepeda motor tersebut, meskipun orang tersebut tadinya tidak 
memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. 
2. Faktor Ekstern 
a) Kondisi Ekonomi 
Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat 
ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan 
kelaur untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato 
mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak 
terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat 
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banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari 
bermacam-macam corak. Hampir setiap tahun harga kebutuhan 
pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu 
belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. 
Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang 
untuk melakukan  tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. 
“Sekarang barang-barang itu mahal, mau makan saja susah, 
apa lagi saya tidak punya pekerjaan, jadi saya mencuri motor.” 
Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan 
terpaksa melakukan pencurian. Demi memenuhi kebutuhan 
sehari-hari keluarganya, seseorang melakukan pencurian 
tersebut tanpa pikir panjang. 
 
b) Lingkungan Sosial 
Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu 
faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. 
Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang 
mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu 
ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal 
yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya 
suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam 
pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang 
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kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki 
pekerjaan sebagai pencuri. Orang tua bertanggungjawab atas 
apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan 
bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola 
tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga 
menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam 
pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik 
seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang 
anak di masyarakat. Oleh karena itulah orang tua memeiliki 
peranan yang sangat penting dalam mencegah seorang anak 
melakukan tindak kejahatan.  
c) Faktor Penegakan Hukum 
Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku 
membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor 
tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa 
hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi 
perbuatan pencurian kembali. Berdasarkan data yang diperoleh 
oleh peneliti dari hasil wawancara dengan narapidana, terdapat 
3 orang dari 5 orang narapidana yang diwawancarai oleh 
penulis yang ternyata sudah lebih dari 1 kali keluar masuk 
penjara pada kasus yang sama, yaitu pencurian kendaraan 
bermotor. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal 
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membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. 
Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat 
sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara 
sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat 
cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila 
terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main 
hakim sendiri. Selain 3 orang pelaku yang telah lebih dari satu 
kali keluar masuk Lapas, terdapat juga 2 orang pelaku yang 
mengaku sudah lebih dari 1 kali melakukan pencurian 
kendaraan bermotor tetapi baru 1 kali masuk Lapas. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang 
dalam hal ini adalah aparat kepolisian Resort Polewali Mandar 
mengalami kesulitan dalam pengungkapan kasus-kasus 
pencurian kendaraan bermotor. Sudah seharusnya aparat 
penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang 
menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian 
kesejahteraan rakyat. Perubahan-perubahan kecil tentunya 
akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi 
secara terus menerus.   
Meskipun telah dijelaskan diatas mengenai faktor-faktor yang 
menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan 
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bermotor, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru 
yang semakin komplek mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang 
itu sendiri. Menurut teori chaos, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan 
suatu tindak pidana merupakan pengaruh dari perubahan-perubahan kecil 
(kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi sosial, kepercayaan, dll) yang terjadi di 
sekitar pelaku. Perubahan-perubahan kecil tersebut semakin lama 
memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang (pelaku).  
Apabila orang tersebut secara sadar dan dapat mengantisipasi 
perubahan-perubahan kecil tersebut, maka orang tersebut akan terlepas dari 
pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh perubahan-perubahan kecil itu. 
Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut tidak dapat mengantisipasi 
dan tanpa ada kesiapan akan perubahan-perubahan tersebut, maka orang 
tersebut akan terus terseret oleh arus perubahan tersebut dan akan 
memberinya pengaruh yang memungkinkan membuat dirinya berbuat jahat. 
Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas merupakan pengaruh utama 
seseorang melakukan kejahatan, terlepas dari faktor-faktor tersebut perlu 
diketahui bahwa terdapatsesuatuyang lebih fundamental atas terjadinya 
suatu kejahatan, yaitu adanya kesempatan. 
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B. Upaya Penagak Hukum Dalam Mencegah Dan Menaggulangi 
Tindak Pidana Pencurian Motor Di Kabupaten Polewali Mandar 
 Penanggulangan kejahatan empiris terdiri dari tiga bagian pokok, 
yaitu: 
1. Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian 
untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang 
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pre-emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma 
tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada 
niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang 
meskipun ada kesempatan. Model upaya pre-emtif pada hakikatnya 
berusaha menghilangkan faktor-faktor internal penyebab kejahatan 
dari pelaku kejahatan. Berdasarkan hasil analisis mengenai faktor 
penyebab kejahatan pencurian motor di Polewali Mandar, maka upaya 
pre-emtif yang dapat dilakukan adalah memberikan kesadaran akan 
pentingnya pendidikan, kemudian memberikan pendidikan hukum 
pada umumnya, hukum pidana pada khususnya, yang baik kepada 
anggota masyarakat. 
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2. Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam 
tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya 
preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukannya kejahatan. Model upaya preventif yang merupakan 
tindakan lanjutan dari model pre-emtif menekankan pada upaya 
menghilangkan faktor eksternal dari penyebab terjadinya kejahatan. 
Berangkat dari analisis pada sub-bab sebelumnya, maka upaya 
preventif yang dapat dilakukan adalah dengan membuka lapangan 
kerja bagi para pengangguran (sebagian besar pelaku kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor adalah mereka yang tidak memiliki 
pekerjaan tetap), memperbaiki interaksi sosial antara anggota 
masyarakat, dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana 
yang telah melakukan tindak pidana berulang kali. 
3. Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcement) dengan melakukan proses hukum terhadap pelanggar 
hukum berdasarkan sistem peradilan pidana. 
Berbagai cara atau strategi telah dirancang untuk mencegah terjadinya 
tindakan kejahatan pencurian yang umumn.ya terjadi di lingkungan 
masyarakat. Strategi ini merupakan suatu cara untuk mengondisikan waktu 
dan tempat sedemikian rupa untuk mencegah atau menghilangkan 
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kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dari semua 
strategi itu, diantaranya adalah Neighbourhood Watch Program, yang 
menekankan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan; 
Community-Police Relation, yang menekankan peran serta masyarakat 
dalam membantu tugas-tugas kepolisian; Environmental Security, yang 
menekankan rangan fisik lingkungan; dan Defensible Space, yang tidak 
hanya menekankan rancangan atau setting lingukngan fisik, tetapi juga 
rancangan dan setting sosial. 
Untuk memahami konsep dari pencegahan kejahatan, kita tidak boleh 
terjebak pada makna kejahatannya, melainkan pada kata pencegahan. 
Mencoba membongkar konsep dari pencegahan (prevention) itu dengan 
memecah katanya menjadi dua bagian unsur, yaitu prediksi (prediction) dan 
intervensi (intervention). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah 
terjadinya sesuatu hal (kejahatan), yang pertama sekali harus dilakukan 
adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan 
kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Mustakim selaku Kasat 
Reskrim Polres Polman, beliau mengatakan bahwa para anggota kepolisian 
yang tergabung dalam divisi Lalu Lintas (Lantas) senantiasa melakukan 
patroli berkeliling yang dilaksanakan oleh Polres dan berkoordinasi dengan 
setiap Polsekta di seluruh Kota Polman, yang dilakukan terutama di tempat-
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tempat yang rawan terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Menurut 
penulis, kegiatan rutin patroli merupakan salah satu alat preventif 
(pencegahan) untuk mengawasi dan menjaga daerah kota Polman dari 
berbagai macam bentuk kejahatan di jalanan serta efektif dalam membatasi 
ruang gerak para pelaku-pelaku potensial. 
Kemudian masih menurut Mustakim, Operasi Penertiban Kelengkapan 
Kendaraan Bermotor atau biasa disebut sweeping juga merupakan salah 
satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Di seluruh wilayah Indonesia, operasi ini terus dilakukan demi 
mencegah dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Operasi ini 
juga bertujuan untuk mengamankan kendaraan-kendaraan bermotor yang 
tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang dicurigai sebagai kendaraan 
bermotor hasil curian. 
Biasanya para pelaku delik pencurian kendaraan bermotor memiliki 
suatu jaringan dan kelompok yang terorganisir yang dinamakan dengan 
sindikat. Kriminalis yang tergabung dalam sindikat ini biasanya beraksi 
secara teratur, rapi, dan bergerombol yang  terkadang melalui instruksi 
pimpinan sindikat atau orang yang paling dituakan/dihormati dalam sindikat 
tersebut. Sindikat inilah yang berusaha diungkap keberadaannya oleh para 
petugas intelijen kepolisian dengan berusaha mengumpulkan informasi 
sebanyak-banyaknya.  
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Salah satu informasi yang paling berguna adalah dengan menggali 
informasi dari anggota-anggota sindikat yang tertangkap. Keterangan atau 
informasi inilah yang dijadikan acuan dalam pergerakan kepolisian untuk 
mengetahui nama-nama anggota sindikat, menemukan lokasi persembunyian 
anggota-anggota sindikat yang buron atau lokasi-lokasi yang menjadi target 
kejahatan sindikat tersebut. Teknik ini memang merupakan salah satu 
strategi yang efektif dalam memberantas kejahatan. Namun, penggunaan 
teknik ini setidaknya harus memperhatikan hak-hak tersangka atau terpidana 
karena pengambilan keterangan dan informasi sangat rawan dengan 
tindakan kekerasan fisik oleh para penyidik. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pemabahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan, yaitu: 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pencurian sepeda motor di 
Kabupaten Polewali Mandar adalah faktor rendahnya tingkat 
pendidikan dari pelaku dan perilaku kriminal dari pelake kejahatan itu 
sendiri (faktor intern) serta faktor kondisi ekonomi yang tidak 
mendukung pemenuhan kebutuhan hidup pelaku, faktor lingkungan 
sosial pelaku, dan faktor penegakan hukum yang belum memberikan 
kesadaran hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor. 
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian 
sepeda motor yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum 
adalah dengan melakukan patroli berkeliling di daerah-daerah yang 
rawan terjadi pencurian sepeda motor, Operasi Penertiban 
Kelengkapan Kendaraan Bermotor, dan menggali informasi-informasi 
mengenai modus operandi, nama-nama tersangka, dan tempat 
persembunyiannya dari pelaku pencurian sepeda motor yang telah 
ditangkap  
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B. Saran 
Adapun saran dari penulis adalah: 
1. Dibutuhkan perbaikan internal maupun eksternal terhadap kondisi 
kehidupan bermasyarakat agar mencegah terjadinya berbagai tindak 
pidana, khususnya tindak pidana pencurian sepeda motor di 
Kabupaten Polewali Mandar. Pendidikan hukum tentu akan menjadi 
opsi dari perbaikan internal maupun eksternal. 
2. Dibutuhkan upaya yang lebih agresif dari penegak hukum, khususnya 
aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda 
motor di Kabupaten Polewali Mandar. Sosialisasi mengenai berbagai 
modus operandi dari pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor 
kepada masyarakat dapat menjadi langkah awal untuk pencegahan, 
dan pemberian sanksi yang tegas dan upaya pemulihan kembali hak 
korban dapat menjadi langkah penanggulangan. 
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